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ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana 
Reboisasi. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN 
No. 4916), UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No.6757), UU 19 Tahun 2023 
(LN Tahun 2023 No. 140, TLN No.6896), PP 23 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.33, TLN 
No.6635), PP 37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 100, TLN No.6883), Perpres 57 Tahun 
2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 
1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 
2023 No. 977).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
 

    Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut 
DBH DR adalah bagian Daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam 
kehutanan dana reboisasi. Sisa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana 
Reboisasi Provinsi yang selanjutnya disebut Sisa DBH DR Provinsi adalah selisih lebih 
antara DBH DR yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada pemerintah provinsi 
dengan realisasi penggunaan DBH DR yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun 
anggaran. Sisa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi 
Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Sisa DBH DR Kabupaten/Kota adalah DBH DR 
yang merupakan bagian kabupaten/kota sampai dengan tahun anggaran 2016, yang 
masih terdapat di rekening kas umum daerah. DBH DR dan Sisa DBH DR Provinsi 
digunakan untuk membiayai kegiatan rehabilitasi di luar kawasan sesuai kewenangan 
provinsi, rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangan provinsi, pembangunan dan 
pengelolaan Hasil Hutan Kayu, HHBK dan/atau jasa lingkungan dalam Kawasan, 
pemberdayaan masyarakat dan Perhutanan Sosial, operasionalisasi Kesatuan 
Pengelolaan Hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perlindungan dan 
pengamanan hutan, pengembangan perbenihan tanaman hutan, penyuluhan 
kehutanan,  dan/atau  kegiatan strategis lainnya. Ketentuan mengenai DBH DR 
dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DBH, kecuali 
ditentukan lain dalam Peraturan Menteri ini.  

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
216/PMK.07/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2024 dan diundangkan pada 
tanggal 27 Agustus 2024. 

  - Lampiran hal 16-137 

 


